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2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 

 Kejaksaan Agung dalam mengajukan permintaan audit investigasi 

perhitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu mengajukan 

permintaan kepada BPK RI dengan pertimbangan BPK RI telah 

melakukan audit atas objek yang sama sebelumnya. Audit yang dilakukan 

BPK pada tahun 2018 memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang 

tinggi, mengingat audit tersebut dilaksanakan berdekatan dengan aktivitas 

atau kegiatan yang di audit. Pemeriksaan dilaksanakan selama 77 hari 

kerja (Kantor Pusat di Jakarta) berdasarkan surat tugas Anggota BPK 

nomor 45/ST/IV-XV/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 membuktikan hsil 

audit BPKP dengan kecermatan tinggi tidak menemukan adanya kerugian. 

Untuk itu kejaksaan agung harus terlebih dahulu mengajukan permintaan 

audit tersebut kepada BPK karena kewenangan audit keuangan negara dan 

audit investigasi ada pada BPK sesuai dengan Undang–Uandang Nomor 

15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangna Negara. 

3. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

a. BPKP perlu memperkuat penerapan standar audit investigatif, terutama 

dalam verifikasi predikasi, penetapan ruang lingkup, dan kecermatan 

profesional, agar hasil audit konsisten dengan ketentuan peraturan 

pengawasan. 

b. BPKP perlu meningkatkan mekanisme review internal sebelum 

laporan hasil audit diterbitkan untuk memastikan akurasi data, 

kesesuaian metode perhitungan, serta objektivitas simpulan. 

c. BPKP harus melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan auditor 

sebelumnya yang telah melakukan audit terhadap objek yang sama 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada kasus 

audit investigatif di sektor lain untuk memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai konsistensi pelaksanaan audit kerugian negara.  
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